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Pasal 42 Undang-Undang Rumah Susun memungkinkan pelaku pembangunan rumah susun untuk dapat
memasarkan rumah susun sebelum pembangunan dilaksanakan. Namun, beberapa rumah susun yang sudah
dipasarkan kepada masyarakat sebelum pembangunan dilaksanakan ternyata tidak dapat menyelesaikan
pembangunannya sehingga menimbulkan kerugian kepada para pembeli. Tidak selesainya pembangunan
tersebut seringkali diakibatkan dari tidak dimilikinya salah satu dari persyaratan pemasaran sebagaimana
yang disebutkan di dalam Pasal 42 Undang-Undang Rumah Susun. Dengan melakukan penelitian yuridis-
normatif dan menggunakan data sekunder barupa buku literatur dan peraturan perundang-undangan, akan
digali perihal pengaturan keterbukaan informasi mengenai persyaratan pemasaran di dalam Pasal 42
Undang-Undang Rumah Susun oleh pelaku pembangunan pada pemasaran rumah susun sebelum

pel aksanaan pembangunan dan pengaturan pengawasan pemerintah terhadap dipenuhinya persyaratan
pemasaran saat melakukan pemasaran sebelum pelaksanaan pembangunan. Kewajiban pelaku pembangunan
untuk membukainformas pemenuhan persyaratan pemasaran memang ditemukan di dalam peraturan
perundang-undangan, namun belum memiliki mekanisme penegakan yang jelas. Terhadap pengawasan
pemerintah, yang ditemukan hanya siapa pihak yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan tanpa
adanya pengaturan lebih lanjut bagaimana pengawasan dilakukan.

...... Article 42 of the Indonesian Condominium Law allows the condominium developer to do the Pre Project
Selling. However, afew condominiums that have been marketed before the construction project, cannot
finish the construction project and cause a considerable loss to the buyers. It often happened because of the
absence of one of the marketing requirements as it can be found in article 42 of the Indonesian
Condominium Law. With ajuridical-normative method and the utilization of the secondary datain the form
of literature books and legislation, regulation about information disclosure towards marketing requirements
based on article 42 of the Indonesian Condominium Law in the Pre-Project Selling and regulation about
government supervision towards the condominium developer marketing requirements ownership in the Pre-
Project Selling will be researched. The condominium developer’ s obligation to disclose the marketing
requirements ownership information can be found in the legidation, yet it lacks an enforcement mechanism.
At the same time, the only regulation found about government supervision is only about the party to whom
the authority to supervise has been handed over, without any further regulation about how it should be done.
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